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ABSTRAK 

Nor Habibah. 2016. Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir Akibat Perkawinan 

Di Bawah Tangan (Analisis Penetapan Nomor: 180/Pdt.P/2015/PA.Bjm) 

skripsi, Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H, (II) Dra. Hj. 

Amelia Rahmaniah, M.H. 
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 Penelitian ini bertolak dari adanya perkara penetapan asal usul anak yang 

lahir akibat perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Banjarmasin. Pada 

amar penetapannya, majelis hakim menetapkan anak tersebut sebagai anak 

pemohon. Permasalahan yang menarik untuk diteliti bahwa penetapan asal usul 

anak yang lahir akibat perkawinan di bawah tangan tersebut majelis hakim telah 

keliru dalam menetapkan karena perkawinan pemohon belum memiliki kepastian 

hukum sehingga anak tersebut belum dapat ditetapkan asal usulnya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan 

hukum majelis hakim dalam menangani perkara penetapan asal usul anak yang 

lahir akibat perkawinan di bawah tangan dengan nomor perkara 

0180/Pdt.P/2015/PA.Bjm, serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadap 

penetapan tersebut. 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat 

studi dokumenter, dianalisis dalam bentuk deskriptif kualitatif, penelitian ini 

menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum primer yaitu 

dengan mengkaji penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 

0180/Pdt.P/2015/PA.Bjm, sedangkan bahan hukum sekunder yaitu mengkaji 

buku-buku maupun jurnal-jurnal yang membahas terkait permasalahan yang 

penulis teliti. 

 Hasil temuan dalam penetapan asal usul anak dengan nomor: 

0180/Pdt.P2015/PA.Bjm. dalam pertimbangan hukum majelis hakim 

mengemukakan telah mengabaikan pentingnya pencatatan perkawinan. Menurut 

hasil analisis penelitian penulis diketahui bahwa perkawinan yang dimaksud Pasal 

2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan ditafsirkan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dengan 

begitu anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta 

nikah tidak dapat ditetapkan asal usulnya, seharusnya majelis hakim menolak 

permohonan tersebut dengan alasan pemohon tidak dapat membuktikan 

perkawinan mereka dengan akta nikah. Menurut penulis, seharusnya 

perkawinannya tersebut terlebih dahulu diitsbatkan demi mendapatkan kepastian 

hukum atas perkawinannya sehingga anak tersebut dapatlah ditetapkan asal 

usulnya. Adapun perspektif hukum Islam terhadap penetapan asal usul anak 

tersebut telah sesuai bahwa asal usul anak dapat ditetapkan dengan pengakuan 

(iqraru bin nasab) melalui lembaga istilhaq yaitu pengakuan anak untuk diri 

sendiri. pencatatan perkawinan merupakan hasil qiyas Q.S al-Baqarah/2: 282 dan 

tujuan hukum Islam untuk meraih mashlahat dari pencatatan itu sendiri. 


